







Berdasarkan hasil analisis penelitian sengketa pajak pertambahan nilai tahun 
2010 yang dimulai dari proses keberatan di Direktorat Jenderal Pajak hingga pengajuan 
banding di Pengadilan Pajak, bahwa secara umum baik pelaksanaan secara formal dan 
material sudah berjalan dengan baik. Tim Peneliti selaku Direktorat Jenderal Pajak 
yang menangani keberatan pajak ini telah menyelesaikan permasalahan ini sesuai 
dengan aturan yang ada dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2009 
dan UU Ketentuan Umum Perpajakan Tahun 2007. Dapat diperoleh kesimpulan 
bahwa: 
1. Penyebab utama timbulnya sengketa pajak pertambahan nilai dimulai adanya 
perbedaan perhitungan yang dilakukan pihak PT ‘123’ dengan pemeriksa untuk 
masa Januari hingga Desember tahun 2010. PT ‘123’ awalnya telah melaporkan 
SPT Masa PPN sebesar Rp1.527.691.082.419, namun pihak fiskus memeriksa 
sebesar Rp1.529.958.065.945, sehingga terjadi koreksi positif atas penyerahan PPN 
dipungut sendiri sebesar Rp2.266.983.526. Dengan adanya temuan koreksi tersebut, 
maka pihak DJP mengeluarkan SKPKB PPN Masa Januari hingga Desember tahun 
2013, dan perusahaan telah melunasi untuk kekurangan pajak tiap masa tersebut. 
Dengan dikeluarkannya SKPKB PPN, ketika PT ‘123’ merasa tidak puas atas dasar 
dikeluarkannya SKP tersebut, maka perusahaan mengajukan keberatan atas SKPKB 






dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (PAHP) sebesar Rp37.783.058, dan 
telah melunasi SKPKB PPN Masa Januari hingga Desember sebesar 
Rp12.149.359.373 tanggal 16 Januari 2014. Dalam hal pelaksanaan yang dilakukan 
oleh PT ‘123’ atas pemenuhan kewajiban perpajakan dalam kasus sengketa pajak 
pertambahan sudah tepat guna terhindar dari sanksi administrasi dalam proses 
keputusan keberatan sebesar 50% sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
KUP Pasal 25 ayat (9) dan pada saat PT ‘123’ mengajukan banding sebagai upaya 
hukum atas ketidakpuasan hasil yang diterbitkan oleh DJP, dalam hasil putusan 
banding agar terhindar sanksi administrasi sebesar 100% sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang KUP Pasal 27 ayat 5 (d).  
2. Pemohon banding kemudian melaksanakan proses banding melalui Pengadilan 
Pajak, yang dimulai dari pengajuan banding tanggal 29 Januari 2015, dengan 
mencantumkan keputusan terbanding tanggal 20 Desember 2014, sehingga 
pengajuan banding telah memenuhi jangka waktu kurang dari tiga bulan. Kemudian 
Pengadilan Pajak mengirim fotokopi  Surat Uraian Banding kepada PT ‘123’ yang 
berisi keberatan pemohon banding atas SKPKB PPN, dan koreksi terbanding 
kepada PT ‘123’ selaku pemohon banding yaitu PKP Penjual belum menyetorkan 
dan melaporkan pajak yang dimaksud. Atas isi SUB ini, maka perusahaan 
mengajukan surat bantahan pada bulan Juli tahun 2015, yang berisi pemohon 
banding tidak setuju atas pendapat terbanding yang menyatakan belum membayar 
pajak masukan kepada rekanan untuk tiap masanya. Perusahaan kemudian 
mengusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk tetap menerima dan 




keputusan keberatan serta proses pengajuan banding, dapat disimpulkan bahwa 
perusahaan telah memenuhi persyaratan formal dan material atas proses sengketa 
pajak, apabila Pemohon Banding dapat menunjukkan arus uang dan arus barang 
secara lengkap, sehingga masalah pajak masukan yang awalnya tidak dapat 
dikreditkan menjadi dapat dikreditkan. 
 
B. Saran 
Adapun saran dalam penelitian ini: 
a. Bagi PT ‘123’  
1. Pada saat persidangan, perusahaan perlu memerhatikan persyaratan 
formal atas pengajuan banding yang ditujukan kepada Pengadilan Pajak 
yang telah diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak tahun 2002 
Pasal 26 ayat (1) dan (2), 35 ayat (1), 36 ayat (2) dan Undang-Undang 
KUP Tahun 2007 Pasal 27 ayat (1) dan (2). 
2. Disamping persyaratan formal, PT ‘123’ juga harus memerhatikan 
persyaratan material untuk pengajuan banding yang ditujukan kepada 
Pengadilan Pajak baik bukti berupa arus kas maupun arus barang. Arus 
barang biasanya berupa dokumentasi arus barang dan jasa dari pihak 
rekanan guna memperlancar kegiatan jalannya suatu proyek Pemohon 
Banding yang disertai dengan surat perjanjian proyek pekerjaan yang 
telah disetujui sebelumnya, dan untuk arus kas disini Pemohon Banding 
dapat menunjukkan voucher lengkap dengan seluruh dokumen pada 
tingkat pemeriksaan dan keberatan baik berupa invoice, rekening koran, 




b. Bagi fiskus  
1. Pada saat pemeriksaan pajak, pihak fiskus memerlukan dokumen-
dokumen dari PT ‘123’ agar di rekap baik penyerahan barang maupun 
jasanya baik berupa SSP, SPT Masa, faktur pajak maupun bukti 
pendukung yang lainnya.  
2. Bagi fiskus dokumen-dokumen yang diperlukan agar pendapatnya tetap 
dipertahankan yaitu berupa NPWP, kelengkapan pengisian SPT Masa 
PPN dan SSP nya yang berpengaruh terhadap pengkreditan pajak 
masukan. Kemudian melihat faktur pajak yang dimiliki PT ‘123’ 
apakah telah sesuai persyaratan formal dan material. 
3. Dapat diberlakukannya pasal 16F UU PPN mengenai tanggung jawab 
renteng, jika PT ‘123’ selaku pihak pembeli barang atau jasa dari pihak 
vendor harus bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran 
terutang pajak saat terjadi pemeriksaan, apabila ternyata pihak 
konsumen atau pembeli tidak dapat menunjukkan bukti bahwa faktur 
pajak telah disetor ke KPP pihak rekanan atau vendor itu sendiri. Hal ini 
berkaitan adanya konfirmasi faktur pajak masukan dari pihak KPP 
kepada PT ‘123’ yang menyatakan ‘tidak ada’ pajak yang disetorkan 
oleh vendor atau rekanan tersebut sesuai dengan KEP-754/PJ/2001. 
Dengan diberlakukannya Pasal 16F UU PPN apabila PT ‘123’ selaku 
pembeli dapat menunjukkan bahwa pajak pertambahan nilai telah 
dibayar, maka tanggung jawab renteng ini gugur, dan sebaliknya jika 




membayar sejumlah kekurangan PPN tersebut berdasarkan 
diterbitkannya SKPKB tiap masa. 
